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ABSTRAK

Untuk wilayah perkotaan, transportasi memegang peranan yang cukup
menentukan. Suatu kota yang baik dapat ditandai, antara lain dengan melihat
kondisi transportasinya. Transportasi yang baik, aman, dan lancar selain
mencerminkan keteraturan kota, juga memperlihatkan kelancaran kegiatan
perekonomian kotasEra modern seperti sekarang-ini masyarakat sangat tergantung
dengan angkutan umum  bagi pemenuhan kebutuhan mobilitasnya, karena
sebagian besar masyarakat masih menganggap penting keberadaan angkutan
umum karena sebagai alternatif masyarakat yang tidak memiliki kendaraan
pribadi atau juga para pedagang dalam membawa barang dagangannya.

Masalah pokok. dalam penelitian ini adalah’ bagaimanakah pelaksanaan
tanggung jawab perusahaan Trans Metro Pekanbaru terhadap kecelakaan dalam
pengangkutan penumpang serta bagaimanakah  upaya penyelesaian dari
pengangkut Trans Metro Pekanbaru jika terjadi atas kecelakaan yang dilakukan
oleh pengangkut.

Jenis penelitian ini adalah penelitian empiris melalui sifat deskriptif. Pada
penelitian ini penulis bermaksud melihat langsung. bagaimana pelaksanaan
perlindungan “hukum terhadap hak dan kewajiban Trans Metro Pekanbaru
terhadap kecelakaan dalam pengangkutan penumpang serta apasaja hambatan dan
kendala Data Capture di Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru dan PT. Trans Metro
Pekanbaru. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik wawancara.

Hasil dari penelitian “ini. menunjukkan ibahwa Perlindungan Hukum
terhadap penumpang Trans Metro Pekanbaru~apabila terjadi kecelakaan maka
dari perusahaannya sendiri akan memberi subsidi dan pengemudi akan dikenakan
pemotongan gaji, hal ini dilakukan apabila sebelumnya telah di lakukannya
mediasi secara kekeluargaan, namun apabila tidak menemukan hasil maka
kejadian tersebut ‘akan dibawa ke jalur hukum yang mana di dalam Undang-
Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Kata Kunci : Tanggung Jawab, Trans Metro Pekanbaru



ABSTRACT

For urban areas, transportation plays a decisive role. A good city can be
marked, among others, by looking at the condition of its transportation. Good,
safe, and smooth transportation not only reflects the orderliness of the city, but
also shows the smooth.running of the city's economic_activities. In this modern
era, people are very dependent on public transportation:to fulfill their mobility
needs, because most people still consider the existence of public transportation
important-because. it is an alternative for people who do not have private vehicles
or also traders in carrying their wares.

The main problem. in this ‘research-is how the implementation of the
responsibility.of the Trans Metro Pekanbaru company for accidents in the
transportation of passengers and how the settlement efforts of the Trans Metro
Pekanbaru transporter if there is an accident committed by the carrier.

This type of research is empirical research through descriptive nature. In
this study, the author intends to see firsthand how the implementation of legal
protection for the rights and obligations of Trans Metro Pekanbaru against
accidents in the transportation of passengers and what are the obstacles and
constraints Data Capture at the Pekanbaru City Transportation Service and PT.
Trans Metro Pekanbaru. Data collection techniques using interview techniques
and questionnaires.

The results of this study indicate that legal protection for Trans metro
Pekanbaru passengers.in the.event of an accident; the company itself will provide
subsidies and the driver will-be;subject:to, a“salary deduction, this is done if
mediation has previously been carried out in a family manner, but if it does not
find results then the incident will be taken to legal channels which are in UU No.
22 of 2009 concerning Road Traffic and Transportation.

Keywords: Responsibility, Trans Metro Pekanbaru
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BAB |

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

sebagian
dilakukan mela at, pe ‘;: an ud: :P_ enjangkau seluruh wilayah

Indonesia.

pengembangan ekonomi dan beberapa, seperti halnya untuk meningkatkan

pendapatan nasional, bidang-bidang usaha di daerah-daerah, meningkatkan jenis
dan jumlah barang jadi dan jasa yang dapat di hasilkan para konsumen. Industri

nasional mengembangkan diri sehingga dapat menghasilkan devisa serta men-

! Muhammad Abdulkadir, Hukum Pengangkutan Niaga, Citra Bakti, Bandung, 1998, him.7.
2 Abbas Salim, Majanamen Tranportasi, Rajawali Pers, Jakarta, 2004, him.8.
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supply pasaran dalam negeri dan yang terakhir untuk menciptakan dan

memelihara tingkatan kesempatan kerja bagi masyarakat.:

Masyarakat yang melakukan kegiatan dengan tujuan yang berbeda-beda

dagangannya. Masyarakat yang masih tergantung dengan angkutan umum ini

tidak di imbangi dengan penyediaan angkutan umum yang memadai, terutama

% Abbas Salim, Manajemen Transportasi, Rajawali Pers, Jakarta, 2004, him.8.
* Abbas Salim, Op., Cit.,him.2



ditinjau dari kapasitas angkutan sehingga akibatnya hampir semua angkutan
umum yang tersedia terisi penuh dan sesak oleh penumpang.”

Namun Trans Metro Pekanbaru menunjukkan belum optimalnya
pelaksanaan pelayanan dan mengatasi persoalan transportasi di Kota Pekanbaru
dimana_terjadi kekurangan atau minimnya fasilitas yang disediakan untuk
pelanggan atau konsumen, sertamanajemen yang belum berjalan dengan efektif.
Pemerintah ‘Kota Pekanbaru disarankan untuk segera melakukan pembenahan,
pemerataan dan peningkatan fasilitas Trans Metro Pekanbaru. Penambahan
koridor dan jumlah armada harus segera dilakukan agar semakin banyak
masyarakat yang bisa dilayani oleh Trans Metro Pekanbaru, bisa dilihat sering
terlambatnya bus Trans Metro tiba di halte sehingga masyarakat enggan
menggunakan jasa transportasi umum, belum lagi tidak adanya jalur khusus bagi
bus trans metro yang menyebabkan terganggunya mobilitas masyarakat dalam
penggunaan jalan raya.

Hal ini menyebabkan para penumpang dalam memakai jasa angkutan
umum terkadang kurang nyaman karena kondisi angkutan umum yang penuh dan
sesak oleh penumpang. Kejadian-kejadian. di atas dapat dikatakan bahwa
transportasi saat ini sangat dibutuhkan oleh masyarakat sehingga perlu
mendapatkan peningkatan kualitas pelayanan transportasi. Peningkatan kualitas
di sini dari sisi sarana angkutan umum sendiri seperti halnya penambahan jumlah

armada angkutan umum sehingga para penumpang dalam memakai jasa angkutan

% Nugroho, Adi Lanugranto. Konsumen dan Jasa Transportasi. Universitas Muhammadiyah
Surakarta. Surakarta.2008,him 75
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umum bisa merasa nyaman dan aman dalam menggunakan angkutan umum
tersebut.

Peningkatan kualitas sarana angkutan umum penting dilakukan selain

jalan bagi

maka pem

di tata dan

umum dan ketertiban masyarakat untuk mewujudkan sistem transportasi yang
diinginkan  masyarakat guna memenuhi  kebutuhannya. = Pembasahan
pembangunan aspek hukum transportasi tidak terlepas dari efektifitas hukum

pengangkutan itu sendiri. Angkutan umum memiliki peranan penting dalam

® Fidel Miro, Pengantar System Transportasi Erlangga, Jakarta, 2012, him.5.



pembangunan perekonomian, untuk menuju keberlanjutan angkutan umum
memerlukan penanganan serius.

Angkutan merupakan elemen penting dalam perekonomian karena
berkaitan dengan.distribusi barang, jasa, dan.tenaga kerja,.serta merupakan inti
dari pergerakan ekonomi di kota, berbagai bentuk modal angkutan umum dengan
karakteristik dan tingkat pelayanan' yang' diberikan mewarnai perkembangan
sistem angkutan umum kota yang seharusnya berorientasi kepada kenyamanan
dan keamanan sehingga dapat bersaing dengan angkutan pribadi. Angkutan
merupakan sarana untuk memindahkan barang atau orang dari suatu tempat ke
tempat lain yang dikehendaki, atau mengirim barang dari tempat asal ke tempat
tujuan. Angkutan terdiri dari angkutan orang dengan kendaraan bermotor seperti
sepeda motor, mobil penumpang, maupun tak bermotor dan angkutan barang.
Dilihat dari kepemilikannya-angkutan dibedakanismenjadi angkutan pribadi dan
angkutan umum. Angkutan umum sebagai sarana angkutan untuk masyarakat
kecil dan menengah supaya dapat melaksanakan kegiatannya sesuai dengan tugas
dan fungsinya dalam masyarakat. Pengguna angkutan umum ini bervariasi, mulai
dari buruh, ibu rumah tangga, mahasiswa, pelajar, dan lain- lain.”

Salah satu kasus yang pernah terjadi pada Selasa (3/4/2018) siang pukul
10.30 WIB bus Trans Metro Pekanbaru (TMP) terlibat kasus kecelakaan. Seperti
kecelakaan maut diruas jalan Ahmad Yani Kota Pekanbaru, antara sepeda motor

dan bus Trans Metro Pekanbaru (TMP) yang mengakibatkan pemotor tersebut

" Ibid.,op.,cit., him.1
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meninggal dunia dilokasi kejadian.® Yang terjadi didepan Hotel Pangeran antara
bus Trans Metro Pekanbaru dengan pengendara jalan pada pukul 11.45 WIB dan

masih banyak kecelakaan yang terjadi.

jalan di kuka t me apa hukum  bagi

pihak-pihak de jasa : pengusaha
pat mengatasi
pta Pekanbaru.
Sesuai pa ) aye : e wa ‘“‘Pemerintah
Ayat 2 poin ¢
dan d menjela lalu lintas dan
angkutan jal: utan jalan”. °

ng Perlindungan

en adalah segala

upaya yang me astia k beri perlindungan

kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan

tidak untuk diperdagangkan.”.10

& http;//www.GoRiau.com di akses pada Tanggal 4 April 2021
% Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009
1% Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999
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Tanggung jawab hukum yang diberikan oleh seseorang atau pengusaha
dalam kasus yang terjadi antara bus Trans Metro Pekanbaru terhadap pengguna

jalan yang menjadi korban sehingga mengakibatkan kerugian materi dan formil
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sus untuk bus
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penelitian ini diberi judul “Tanggung Jawab Perusahaan Bus Trans Metro
Pekanbaru (TMP) Terhadap Kerugian Pihak Ketiga Yang Menjadi Korban
Kecelakaan Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu

Lintas dan Angkutan Jalan di Pekanbaru”

" pasal 1367 KUH Perdata
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B. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan ditas maka peneliti

merumuskan pokok masalah yang akan dibahas dan dikembangkan lebih lanjut

b. Bagai : pa eny g ans Metro Pekanbaru

pengangkut tersebut.
2. Manfaat Penelitian
Penelitian ini memiliki beberapa manfaat, baik manfaat praktis maupun

manfaat secara teoritis.
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1. Manfaat Praktis
a) Memberikan sumbangan pemikiran bagi pihak perusahaan Trans Metro

Pekanbaru khusus dalam hal tanggung jawab hukum terhadap pihak

da perusahaan jika secara terus-
menerus  bertindak  keluar  untu memperoleh  penghasilan  dengan
mempergunakan atau menyerahkan barang-barang atau mengadakan perjanjian
perdagangan, ini merupakan perumusan dari Molenggraaf.

Dari pengertian di atas ada dua unsur pokok yang terkandung dalam suatu

perusahaan, yaitu:
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1. Bentuk badan usaha yang menjalankan setiap jenis usaha, baik berupa suatu

persekutuan atau badan usaha yang didirikan, bekerja dan berkedudukan di

Indonesia.

2. Secara terg
3. Dalam k
4. Mengada
5. Harus be

Hal ini menja Are ena masyarakat

belum menge gaimanakah atura uku G asus tersebut, dan

“Seseorang tidak hanya bertanggung jawab, atas kerugian yang disebabkan
perbuatannya sendiri, melainkan juga atas kerugian yang disebabkan
perbuatan-perbuatan orang yang menjadi tanggungannya atau disebabkan
barang-barang yang berada di bawah pengawasannya”.13

12 7aeni Asyhadie, Hukum Bisnis Prinsip dan Pelaksanaannya di Indonesia, Rajawali Pers,
PT.Raja Grafindo Persada, 2009, him.34.
" Pasal 1367 KUH Perdata

10
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Tanggung jawab sosial perusahaan atau Corporate Social Responsibility
(CSR) menjadi tuntutan yang tak terelakkan seiring dengan bermunculannya

tuntutan  komunita erhadap  perusahaan. F ahaan sadar bahwa

Perusahaan merupakan sala di kehidupan masyarakat modern,
karena perusahaan merupakan salah satu pusat kegiatan manusia guna memenuhi
kehidupannya. Selain itu, perusahaan juga sebagai salah satu sumber pendapatan
negara melalui pajak dan wadah tenaga kerja. Dapat dikatakan bahwa suatu

perusahaan adalah setiap badan usaha yang menjalankan kegiatan dalam bidang

“ http//www. google.com. Tanggungjawab Perusahaan. Di akses pada Tanggal 4 April 2021
11



perekonomian secara terus-menerus, bersifat tetap, dan terang-terangan dengan
tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba yang dibuktikan dengan
pembukuan.

Hubungan .ideal antara bisnis dengan.masyarakat menjadi suatu masalah
perdebatan (a matter of debate). Pendukung konsep tanggung jawab sosial (social
responsibility): member argumentasi: bahwa, suatu perusahaan mempunyai
kewajiban' terhadap masyarakat selain mencari keuntungan.” Ada beberapa
definisi tentang CSR, yang pada dasarnya adalah etika dan tindakan untuk turut
berperan dalam keberlanjutan ekonomi, sosial dan lingkungan perusahaan.*

Kata pengangkutan berasal dari kata dasar angkut yang berarti
mengangkat dan membawa. Dalam kamus hukum tercantum bahwa,
pengangkutan adalah perjanjian timbal balik antara pengangkut dengan pengirim,
di mana pengangkut mengikatkan diri menyelenggarakan pengangkutan barang
dan/atau orang dari suatu tempat ke tempat tujuan tertentu dengan selamat,
sedangkan pengirim mengikatkan diri untuk membayar uang angkutan.*®

Pengangkutan diselenggarakan dengan . tujuan untuk membantu
memindahkan barang atau manusia dari satu.tempat ke tempat lain secara efektif
dan efisien. Dikatakan efektif karena perpindahan barang atau orang tersebut
dapat dilakukan sekaligus atau dalam jumlah yang banyak sedangkan dikatakan

efisien karena dengan menggunakan pengangkutan perpindahan itu terjadi relatif

!> Hasan Asy’ari, Implementasi Corporate Social Responsibility (CSR) Sebagai Modal Sosial
Pada PT Newmont, Tesis Program Magister Ilmu Hukum, Program Pascasarjana, Universitas
Diponegoro, Semarang, 2009, him. 27.

16 Setiawan Widagdo, Kamus Hukum, PT. Prestasi Pustaka, Jakarta, 2012, him. 413.

12
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singkat atau cepat dalam ukuran jarak dan waktu tempuh dari tempat asal ke

tempat tujuan.*’

Dalam setiap undang-undang yang dibuat, biasanya dikenal sejumlah asas

belakang
sistem huk
hakim yan

sifat atau ci

hubungan hukum pengangkutan, yaitu pihak-pihak dalam perjanjian

pengangkutan.’® Objek adalah segala sasaran yang digunakan untuk mencapai

Y H.M.N. Purwosutjipto, Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia I11, Hukum Pengangkutan,
Djambatan, Jakarta, 2003, him. 1.

'8 Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum Suatu Pengantar, Liberty, Yogyakarta, 2003, him. 34.
19 Lestari Ningrum, Op.,Cit.,him. 140

13
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tujuan hukum pengangkutan, yaitu terpenuhinya hak dan kewajiban pihak-pihak
secara benar, adil, dan bermanfaat.®

Dalam Pasal 2 UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan

ormasi yang

kesempatan

encana umum

e. Asas bermanfaat yaitu semua kegiatan penyelenggaraan Lalu Lintas dan
Angkutan Jalan yang dapat memberikan nilai tambah sebesar-besarnya dalam

rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat;

2 1bid., him. 144
14
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f. Asas efisien yaitu pelayanan dalam penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan

Jalan yang dilakukan oleh setiap Pembina pada jenjang pemerintahan secara

berdaya guna dan berhasil guna;

Dalam

Jalan diatur

,iﬁ\%‘\ﬁ\ E

e
c
>
=
[
~
3
@D
>
o
o
=
o
>

«

a. Terwujudn

bangsa;
b. Terwujudnya etika berlalu lintas dan budaya bangsa, dan
c. Terwujudnya penegakan hukum dan kepastian hukum bagi masyarakat.
Pemerintah Kota Pekanbaru mengeluarkan kebijakan pelayanan

transportasi perkotaan yang dikenal dengan Sistem Angkutan Umum Massal

15
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(SAUM) Trans Metro Pekanbaru, yang dilaksanakan berdasarkan surat
Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 11 Tahun 2009, Pemerintah Pekanbaru

secara resmi meluncurkan Trans Metro Pekanbaru sebagai transportasi umum

massal yang

masyarakat
umum mas
catatan pen

melibatkan

neRAEPARRE

hati-hatinya mud

zp dan
melaksanakan " lam UU No. 22
Tahun 2009, ya e' 1 an tujuan jalan tersebut

di atas. Hal ini te ’Q ud upaya memberikan
perlindungan bagi penump ‘ ; enyamanan, keamanan dan
keselamatannya, ada suatu mekanisme social control yang diberlakukan.

Ada berbagai persyaratan ketentuan yang harus dipatuhi dan dilaksanakan
oleh penyelenggara angkutan penumpang bus umum, UU No. 22 Tahun 2009

tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan juga memuat ketentuan yang berfungsi

untuk mencegah (prefentif), agar tidak terjadi pelanggaran terhadap berbagai

16
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persyaratan ketentuan yang harus dipatuhi dan harus dilaksanakan oleh
penyelenggara angkutan penumpang bus umum. Berbagai ketentuan yang

berfungsi untuk mencegah tersebut, dituangkan dalam berbagai pasal UU No. 22

ari pengertian
terhadap | dul penelitian

ini yaitu :

yang didirika A atau badan lain yang

kegiatannya me G : enuhi kebutuhan

Daerah adalah pembagian administratif di Indonesia adalah kesatuan
masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang
mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat

setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat.

2! jurnal.untag-shy.ac.id di akses 8 april 2021
17
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Trans Metro Pekanbaru atau biasa disebut sebagai Trans Metro atau
busway TMP adalah sebuah sistem transportasi bus rapid transit cepat yang

terdapat di kota Pekanbaru.

di duga dan tidak

R Y

n yang dibentuk

oleh Dewan P ilan Rakyat de otuj Presiden. Lalu

Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan

Jalan, Kendaraan, Pengemudi, Pengguna Jalan, serta pengelolaannya.

18
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F. Metode Penelitian
Sebagaimana yang penulis harapkan untuk mendapatkan data yang

sistematis dan akurat, maka dalam pembuatan proposal ini penulis menggunakan

sebagai objek-t m pe si yang akan di
lakukan di lok nana penu np lian terakhir yaitu
dengan do 2nulis lakukan

berupa foto

penumpang berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu

Lintas Dan Angkutan Jalan.

19
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2. Lokasi Penelitian
Lokasi penelitian yaitu di Kota Pekanbaru Provinsi Riau yang terdapat di

Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru Provinsi Riau yang terdapat di Dinas

n. Di Kota Pekanbaru

peneliti.
Untuk tercapainya maksud dan tujuan penelitian ini, maka yang menjadi

populasi dan sampel dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

20
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Tabel 1.1

Populasi dan Sampel

No | Klasifikasi Responden

Populasi

Sampel

%

1 ina Perhubungan

b. Undang-Undang Nomor

Angkutan Jalan.

Kota

100 %

20 %

ahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan

c. Sumber-sumber pendukung lain baik dalam bentuk tulisan atau laporan

yang telah disusun dalam daftar maupun yang telah dibukukan yang ada

kaitannya dengan penelitian ini.

21
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5. Alat Pengumpul Data

Untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam penelitian ini, maka alat

dan observasi atau

berkenaan

telah

sarjana.

7. Metode Penarikan Kesimpulan

22 LLexy J Moleaong, Metodologi Penelitian Kualitatif., Remaja Nasda Karya, Bandung, 2010, him.
217.

22
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Metode dalam penelitian ini dilakukan dengan metode deduktif adalah
cara analisis dari kesimpulan umum yang diuraikan menjadi contoh kongkrit atau

fakta untuk menjelaskan kesimpulan tersebut. Metode deduktif berupa teori

hukum atau kaid

23
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BAB Il

TINJAUAN UMUM

A. Tinjauan Umum Tentang Tanggung Jawab Perusahaan

am hal ini,

jika dijabarkan awa an, Se : ajiban untuk

. Salah satu

pertumbuha
sendiri untu

Sebua

AN
:

st
3
-
3

konsep tan

bertanggung
perbuatannya be f‘ ! aku.“"Perusahaan sebagai

uatan hukum ia diwakili oleh
organ atau pengurusnya, sehingga tidak menutup kemungkinan menimbulkan
kekhilafan (culpa) dan kelalaian (alpa) yang harus dipertanggungjawabkan.

Secara teoritis, perusahaan sebagai badan hukum (recht person) dapat dimintai

2 Kemendikbud berjudul “Pendidikan Orang Tua: Mengembangkan Tanggung Jawab Pada Anak”
(2016)

# Hans kelsen, Teori Umum tentang Hukum dan Negara, PT. Raja Grafindo Persada Bandung:
2006 hlm 95.

24
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pertanggungjawabkan yang dapat dibebankan menjadi dua yaitu: pertama,
tanggung jawab dalam makna liability atau tanggung jawab yuridis atau hukum.

Kedua, tanggung jawab dalam makna responbility atau tanggung jawab moral

broad legal term: J I 0 : e D as of the most

comprehensive s i ' ing a e acte of hazard or

responsibil

character of debts anc i il z ﬁ ya kurang lebih

dari akibat kegagalan untuk memenuhi kegagalan standard tertentu, sedangkan

bentuk tanggung jawabnya diwujudkan dalam bentuk ganti rugi dan pengalihan

% Busyra Azheri, Corporate Social Responsibility: Dari Voluntary menjadi Mandatory, Rajawali
Pers, Jakarta, 2011, him.57.

% Henry Chambell, Black Law Dictionary, fifth Edition, USA: ST. Paul Minn, West Publishing
Co, 1979, him. 823.

25
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sebagai akibat dari terjadinya kerusakan atau kerugian. Dengan kata lain tanggung

jawab dalam makna liability adalah tanggung jawab hukum.*’

a. Tanggung Jawab Perusahaan Bersifat Internal

hubungan ! ara 1 or-dan kepada para
buruh atau
sendiri. Pe

atau saha ; ehi Ja " : el ak 1 diwakili oleh

berwenang dan be ‘c@ . engurusan perusahaan untuk
kepentingan perusahaan, Se engan maksud dan tujuan perusahaan serta
mewakili perusahaan, baik di dalam maupun diluar pengadilan sesuai dengan

ketentuan anggaran dasar.

2" Juanda, Hukum Pemerintahan Daerah: Pasang Surut Hubungan Antara DPRD dan Kepala
Daerah, Bandung: Alumni, 2004, him. 105-106.
%8 Busyra Azheri, Op. Cit., him. 59.

26
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Direksi sebagai pihak yang ditujuk untuk mengurus perusahaan tunduk

pada dua prinsip dasar, yaitu prinsip kepercayaan atau fidusia (fiduciary duties),

dan prinsip kemampuan serta hati-hatian (duty of skill and care). Atas dasar

a. Berkaitan dengan dividen yang berhak ia terima
b. Berkaitan dengan harga saham di pasar

c. Berhak atas sisa asset perusahaan dalam hal terjadinya kepailitan.

29 H

Ibid.
¥ Rudhi Prasetya, Kedudukan Mandiri Perusahaan Terbatas, Citra Aditya, Bandung, 1995,
him.206-207.

27
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Jadi tanggung jawab perusahaan terhadap pemegang saham adalah agar

perusahaan dapat mewujudkan maksud dan tujuannya, yaitu untuk

mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya dengan pertanggung

pekerja

sentral

Gaji dan kondisi kerja merupakan aspek konspensasi yang diterima pekerja
atau buruh jasa yang ia berikan, dan keduanya berkaitan dengan masalah

apakah pekerja atau buruh menyetujui akan kontrak kerja secara sukarela dan

31 1bid, him. 207.
28
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sadar serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku.

Tanggung jawab perusahaan tetang gaji dan kondisi kerja ini berkaitan

s
ﬂ:
)

A

TAaNARNAN

S

Namun, dalam implementasinya hak-hak tersebut tergantung pada

perkembangan ekonomi dan sosial budaya dimana perusahaan itu beroperasi.

% Busyra Azheri, Op., Cit., him.61.
% Sonny Keraf, Etika Bisnis, Tuntutan dan Relevansinya, Kanisius, Yogyakarta, 1998, him. 162.
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Undang-Undang Ketenagakerjaan secara tegas mengatur tentang
perlindungan, pengupahan, dan kesejahteraan pekerja atau buruh, seperti:**

a. Pasal 79 UUK, dimana pengusaha wajib memberi waktu istirahat dan cuti

b.
. Pasal 82
o
g
|
perhitung
[
ala h istirahat satu
kandungan atau
d jakan pekerja atau

menerus atau pada keadaan lain berdasarkan kesepakatan pekerja atau
buruh dengan pengusaha.
e. Pasal 86 UUK mengatur hak-hak pekerja atau buruh berkaitan dengan

keselamatan dan kesehatan kerja. Dalam ketentuan ini ditegaskan bahwa

# Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan.

30



nery wesy sejisidAu) ueeyeisndiag

iy disay yejepe il udwnyo(]

perusahaan bertanggung jawab atas keselamatan dan kesehatan Kkerja,

moral dan kesusilaan dan perlakuan yang sesuai dengan harkat dan

martabat manusia serta nilai-nilai agama.

meliputi: a.
kerja karena
egiatan lain di
aktu istirahat
1 dan potongan

i. struktur dan

memperjuangkan hak-hak mereka, pekerja/buruh berhak membentuk dan menjadi
anggota serikat pekerja atau serikat buruh. Dalam melaksanakan fungsi maksud,

serikat pekerja atau buruh berhak menghimpun dan mengelola keuangan serta

¥ Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan.
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mempertanggungjawabkan keuangan serta mempertanggungjawabkan keuangan
organisasi termasuk dana mogok.

Berdasarkan hal tersebut di atas, seyogyanya peraturan perusahaan yang

mengenai:

a. Menci

b. Tanggung Jawab Perusahaan Bersifat Eksternal
Tanggung jawab perusahaan bersifat eksternal adalah tanggung jawab
perusahaan yang timbul dari akibat hukum aktifitasnya, baik terhadap pihak ke

tiga dan lingkungan di mana perusahaan beroperasi. Dalam hukum keperdataan

% K. Bertens, Pengantar Etika Bisnis, Kanisius, Yogyakarta, 2000, him. 184.
32
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prinsip-prinsip tanggung jawab yang timbul sebagai akibat hukum dari aktifitas
usaha suatu perusahaan dapat dikelompokkan atas dua hal yaitu tanggung jawab

yang timbul karena perjanjian dan karena ketentuan Undang-undang.*’

selain dengan

oleh Undang-

disebut melakukan wanprestasi.®® Setiap pihak yang melakukan wanprestasi bisa
dimintakan pertanggungjawaban sesuai dengan apa yang telah disepakati dalam

perjanjian. Dengan demikian, tanggung jawab yang lahir atas dasar perjanjian bisa

¥ Busyra Azheri, Op.,Cit., him. 68.
% \Wanprestasi adalah apabila salah satu pihak tidak melaksanakan prestasi sebagaimana yang
telah ditetapkan dalam suatu perjanjian atau kontrak.
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disebut sebagai tanggung jawab hukum, sepanjang memenuhi syarat sah suatu

perjanjian.

Berkaitan dengan ketentuan Pasal 1338 Tom Connon menyatakan bahwa

dalam mewujudkan tujuan bisnisnya tidak tunduk pada ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku. Hal ini terlihat dari proses pendirian

sampai dengan aktifitas perusahaan itu sendiri, baik berkaitan dengan syarat

¥ Tom Connon, Corporate Responsibility, Terjemahan, Jakarta: Alex Media Komputindo, 1992,
him. 33.
%0 Sri Rejeki Hartono, Op.Cit., him. 4.
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formal maupun materil. Seperti syarat formal, dimana setiap perusahaan harus

didaftarkan, memiliki izin usaha, memilik Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP),

dan lain-lain. Sedangkan syarat materil, berkaitan dengan pendirian perusahaan

terjemahan bebasnya kurang lebih berarti “kewajiban bertanggungjawab atas
undang-undang yang dilaksanakan, dan memperbaiki atau sebaliknya memberi

ganti rugi atas kerusakan apa pun yang telah ditimbulkan”.

*! Ismail Sholihin, pengantar bisnis : pengenalan praktis dan study kasus, Jakarta Kencana, 2006,
him. 109.

*2 Busyra Azheri, Op.Cit., him. 85.

“* 1bid., him. 86.
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Sedangkan menurut Burhanudin Salam menjelaskan bahwa tanggung jawab
yaitu: “responsibility is having the character of a free moral agent: capable of

determining one’s acts,capable deterred by consideration of sanction or

, guna sampai
ladapi. Dengan kata

bila yang

dasar kesadaran, atas kesadaran inilah lahirnya rasa tanggung jawab.

c. Keberanian (bravery)
Berarti merupakan suatu rasa yang didorong keikhlasan tidak ragu-ragu dan

tak takut dengan rintangan. Suatu, keberanian mesti disertai dengan

* Baharuddin Salam, Etika Moral, Asas Moral dalam Kehidupan Sosial Manudia, Renika Cipta,
Jakarta, 1997, hIm.28-29.
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perhitungan, pertimbangan, dan kewaspadaan atas segala kemungkinan.

Dengan demikian, keberanian itu timbul atas dasar tanggung jawab.*

Tanggung jawab sosial merujuk pada kewajiban-kewajiban sebuah

Definisi tersebut memberi pengertian bahwa perbuatan melawan
hukum ini tidak hanya perbuatan positif, tetapi juga perbuatan negatif yang

meliputi tidak berbuat sesuatu yang seharusnya menurut hukum orang harus

** |bid, him. 33-34.

% Rafik Isa, Etika Bisnis Islami, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004, him. 63.

47 Celina Tri Siwi Kristiyanti, Hukum Perlindungan Konsumen, PT. Sinar Grafika, Jakarta: 2008
him.92.
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berbuat. Pengertian kesalahan disini adalah pengertian umum, yaitu baik

karena kesengajaan maupun karena kelalaian. Adapun yang menjadi ukuran

atau kriteria perbuatan pelaku adalah perbuatan manusia normal yang dapat

. Prinsip Praduga untuk Selalu Bertanggung Jawab (presumtion of liability)
Menurut prinsip ini, tergugat (pengangkut) dianggap bertanggung
jawab atas segala kerugian yang timbul, tetapi tergugat dapat membebaskan

tanggung jawabnya, apabila ia dapat membuktikan bahwa dirinya tidak

*® E. Saefullah Wiradipradja, Op. Cit, him. 22-23.
9 JOM Fakultas Hukum Volume 111 Nomor 1 Februari 2016
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bersalah (absence of fault). Pada dasarnya prinsip tanggung jawab

berdasarkan adanya kesalahan, tetapi dengan pembalikan beban pembuktian

kepada pihak tergugat.*

hal-hal diluar

d) Pengangkut tidak bertanggung jawab jika kerugian itu ditimbulkan
oleh kesalahan penumpang atau kualitas barang yang tidak baik.
Dalam KUHD menganut prinsip tanggung jawab praduga. Dalam

ketentuan Pasal 468 ayat 2 KUHD berbunyi:

%0 Khairandy Ridwan, Op. Cit., him. 380.
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“Apabila barang yang diangkut itu tidak diserahkan sebagian atau

seluruhnya atau rusak, pengangkut bertanggung jawab mengganti

kerugian kepada pengirim, kecuali ia dapat membuktikan bahwa

kasus seperti kasus yang dimana apabila terjadi suatu kecelakaan lalu lintas

yang mempunyai peran aktif dalam melakukan pembuktian adalah pihak

penggugat.

5! Kitab Undang-Undang Hukum Dagang.
52 Celina Tri Siwi Kristiyanti, Hukum Perlindungan Konsumen, PT. Sinar Grafika, Jakarta: 2008
him. 95.
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Berdasarkan penjelasan tersebut dalam Undang-Undang Nomor 22
Tahun 2009, penerapan prinsip ini dapat dilihat dari pasal 194 ayat (1) yang

menyatakan bahwa perusahaan angkutan umum tidak bertanggung jawab

ering diidentikan

). Dengan begitu
' Ada pendapat
ang menetapkan

ada pengecualian

jawaban perdata (Civil Liability).”® Tanggung jawab perdata merupakan
suatu instrumen hukum perdata dalam konteks penegakkan hukum untuk
mendapatkan ganti kerugian pada kasus tersebut.

5. Prinsip tanggung jawab dengan pembatasan (limitation of liability principle)

53 Shidarta, 2000, Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia, PT. Grasindo, Jakarta, him. 63.
> Salim H.S, Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW), PT. Sinar Grafika, Jakarta: 2008, him45

41



nery wesy sejisidAu) ueeyeisndiag

iy disay yejepe il udwnyo(]

Prinsip ini berhubungan dengan semua prinsip tanggung jawab yang
telah dikemukakan, yaitu baik based of fault, presumtion of liability maupun

absolute liability. Pembatasan tanggung jawab pengangkut pada dasarnya

arat  perjanjian
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memberikan pedoman yang jelas baik bagi pengangkut maupun pihak

yang menuntut ganti rugi mengenai ganti rugi yang harus dibayarkan.
Menurut kamus administrasi, responsibility adalah keharusan seseorang
untuk melaksanakan secara layaknya apa yang telah diwajibkan kepadanya. Selain

itu disebutkan juga bahwa pertanggungjawaban mengandung makna bahwa
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meskipun seseorang mempunyai kebebasan dalam melaksanakan sesuatu tugas
yang dibebankan kepadanya, namun ia tidak dapat membebaskan diri dari hasil
atau akibat kebebasan perbuatannya, dan ia dapat dituntut untuk melaksanakan
secara layak apa yang diwajibkan kepadanya.>>

Pada sisi lain Pinto menegaskan bahwa responsibility ditujukan pada
indikator penentu atas lahirnya, suatu, tanggung, jawab, yakni suatu standar yang
telah ditentukan terlebih dahulu dalam suatu kewajiban harus ditaati. Jadi prinsip
tanggung jawab dalam arti responsibility lebih menekankan pada suatu perbuatan
yang harus atau wajib dilakukan secara sadar dan siap untuk menanggung segala
risiko dan atau konsekuensi apa pun dari perbuatan yang didasarkan atas moral
tersebut. Dengan kata lain responsibility merupakan tanggung jawab dalam arti
luas yaitu tanggung jawab yang hanya disertai sanksi moral. Sehingga tidak salah
apabila pemahaman sebagian pelaku usaha dan/atau perusahaan terhadap CSR
hanya sebatas tanggung jawab moral yang mereka wujudkan dalam bentuk
philanthropy maupun charity.

Mengingat perusahaan sebagai subjek hukum.dalam makna rechts persoon
dalam aktivitas usahanya sudah barang. tentu.akan melakukan berbagai hubungan
hukum (rechts betrekking) antar subjek hukum. Hubungan hukum itu sendiri
merupakan suatu peristiwa yang diatur dalam hukum. Dalam hal ini akan terjadi

interaksi antara subjek hukum yang akan melahirkan hak dan kewajiban (rechten

% Arifin P. Suria Atmadja, Mekanisme Pertanggungjawaban Keuangan Negara, Gramedia,
Jakarta, 1986, him. 44-45.
% Busya Azheri, Op.,Cit., him. 87.
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en plichten). Di sinilah peran hukum dibutuhkan untuk mengatur dan menata

hubungan tersebut, agar hak dan kewajiban masing-masing pihak dapat

ditegakkan dan sekaligus dilindungi (bescherming), karena hukum diciptakan

jawab dalam
makna respc dengan tangg liability pada
prinsipnya gung jawab itu
belum ada hukum, maka
termasuk da a . Sel a jawab itu benar
diatur dalam

B. Tinjauan

Menurut | Pengertian Pokok
Hukum Dagang, pengangkutan
merupakan perjanjian ca n pelayanan berkala dengan

perjanjian penyimpanan (bewaargeving) yang di dalamnya terdapat unsur
pemberian kuasa (lastgeving).®® Perjanjian pelayanan berkala terjadi karena
hubungan antara pengangkut dan pengirim tidak berlangsung terus-menerus,

melainkan hanya pada saat tertentu di kala pengirim hendak mengirimkan barang.

*" Ibid. him. 88.
% H.M.N. Purwosutjipto, Pengertian Pokok Hukum Dagang, hlm. 7-10.
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Pengangkutan Melalui Jalur Darat, salah satu dasar hukum angkutan darat yaitu

UU nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan.>®

ng dapat di

golongan

n jalan raya,
'60

u lingkungan

tentang hukum

laut ha nya 1( privatnya saja

dalam negeri dan luar nege enaikkan kualitas pelayanan jasa-jasa
angkutan, dalam bidang operasi meningkatkan produktifitas angkutan laut,

penyediaan fasilitas pelabuhan untuk berlabuh kapal-kapal dan dalam

% |bid.,hlm. 7-10.
% Abbas Salim, Op. Cit, him. 102.
61 Achmad Ichsan, Op. Cit, him. 460.
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operasional angkutan laut sasaran utama ialah pemerataan ekonomi nasional

dalam pembangunan.

c. Angkutan Udara

1939.
2. Pengertian Angkutan Umum
Pengertian Angkutan menurut Undang Undang Lalu Lintas Dan Angkutan

jalan yaitu perpindahan orang dan atau barang dari satu tempat ke tempat lain

%2 1bid., him. 104.
46



dengan menggunakan kendaraan di ruang lalu lintas jalan.®® Angkutan adalah
kegiatan pemindahan orang dan/barang dari satu tempat (asal) ke tempat lain
(tujuan) dengan menggunakan sarana (kendaraan) kendaraan yang harus
diperhatikan adalah keseimbangan antara kapasitas moda angkutan dengan jumlah
barang maupun orang yang memerlukan angkutan. Jika dirumuskan dalam suatu
kalimat yang dimaksud angkutan ‘adalah-proses kegiatan memuat barang atau
penumpang ke dalam alat tempat pemuatan yang diangkat ke tempat tujuan dan
diturunkan ke tempat yang telah ditetapkan.®*

Angkutan umum adalah pemindahan orang dan/atau barang dari suatu
tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan bermotor yang disediakan
untuk dipergunakan untuk umum dengan dipungut bayaran.

Angkutan umum penumpang adalah angkutan penumpang yang dilakukan
dengan sistem sewa atau membayar. Juga dikatakan bahwa yang termasuk dalam
pengertian angkutan umum penumpang adalah angkutan kota (bus, minibus, dsb),
kereta api, angkutan air, dan angkutan udara.®® Angkutan umum ada untuk tujuan
menyelenggarakan angkutan yang baik dan layak bagi masyarakat dan ukuran
pelayanan yang baik adalah pelayanan‘yang.aman, nyaman, cepat dan murah.

Angkutan Umum Penumpang bersifat massal sehingga biaya angkut dapat

dibebankan kepada lebih banyak orang atau penumpang yang menyebabkan biaya

%3 pasal 1 Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan.

% H.K. Martono dan Eka Budi Tjahjono, Transportasi di Perairan berdasarkan UU No. 17 Tahun
2008, Jakarta: Rajawali Press, 2011, him. 5-6.

% Warpani, Suwardjoko. Merencanakan Sistem Pengangkutan, Bandung: Penerbit 1TB, 1990
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penumpang dapat ditekan serendah mungkin.®® Angkutan penumpang merupakan
angkutan massal sehingga perlu ada kesamaan diantara para penumpang seperti

kesamaan asal dan tujuan. Kesamaan ini dicapai dengan cara pengumpulan di

n tidak selalu berarti
‘ dan jadwal
ﬂ terhadap
rd

el #g eseimbangan
penting dan
campur tan tersediaan dan

permintaan g yang sesuai

EASN

dengan U

>
O

A0aaan

.& ‘ as-asas dikesampingkan, maka
runtuhlah bangunan Undang 5
Ada beberapa asas-asas dalam angkutan umum :

a. Asas Koordinasi

% Warpani, P. Suwardjoko, Pengelolaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Bandung: Penerbit ITB,
2002

%7 Yusuf Shofie, Pelaku Usaha, Konsumen, dan Tindak Pidana Korporasi, Jakarta: Ghalia
Indonesia, 2002, him. 25.
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4.

Asas ini mensyaratkan kedudukan yang sejajar antara pihak-pihak
dalam perjanjian pengangkutan walaupun perjanjian pengangkutan

merupakan “pelayanan jasa", asas subordinasi antara buruh dan majikan

Sistem Angkutan Umum
Secara umum ada 2 kelompok besar sistem angkutan umum, yaitu:®®

a. Sistem Setoran

% http://eprints.undip.ac.id/17982/1/JOHAN_PAUL_ENGELBERTHUS_ANGGOMAN.pdf him

62
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Sistem setoran yaitu sistem yang biasanya diterapkan oleh perusahaan

swasta di bidang angkutan dengan orientasi kepada jumlah pendapatan,

termasuk juga yang mengoperasikan bus-bus besar dan memberikan target

tempat-tempat resmi, meminta penumpang untuk naik lewat pintu depan dan
langsung membayar ongkos ke dalam kotak dengan uang pas dan turun lewat
pintu belakang. Pintu-pintu selalu tertutup dan dibuka oleh pengemudi lewat

kendali jauh.®

% Suryawan, dalam MTI 1996:135
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5. Permintaan terhadap Angkutan Umum

Menurut Morlok E.K. transportasi manusia pada dasarnya bukanlah

merupakan tujuan akhir, melainkan dilakukan dalam rangka mencapai suatu

4. Jumlah orang atau penduduk.
5. Penghasilan penduduk.

6. Pengguna Angkutan Umum

® Morlok, E.K., Pengantar Teknik dan Perancanaan Transportasi, (Terjemahan John K Naimin).
Jakarta: Erlangga, 1998.
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Menurut Miro, 2008 dalam Ardiansyah, 2015 menyatakan bahwa
masyarakat pelaku perjalanan (konsumen jasa transportasi) dapat dikelompokan

ke dalam dua kelompok pengguna, yaitu:"*

N

Karakteristik Penggune

memberi kontribusi pada pengguna dalam memilih moda angkutan umum.

Menurut Bruton, variabel-variabel tersebut di antaranya adalah: ™

" Andriansyah, Manajemen Transportasi dalam Kajian dan Teori. Fakultas Ilmu Sosial dan llmu
Politik Universitas Prof. Dr Moestopo Beragama: Jakarta Pusat, 2015.

"2 Miro, Fidel, Perencanaan Transportasi untuk Mahasiswa, Perencana, dan Praktisi, Erlangga,
Jakarta, 2005, him. 116.

73 Bruton. M. J, Introduction to Transportation Planning, Melbourne, Hutchinson, 1985
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a. Variabel pendapatan (income), berupa daya beli sang pelaku perjalanan
untuk membiayai perjalanannya entah dengan mobil pribadi atau angkutan

umum.

Variabel ke enda 3 S berupa tersedianya

ran keluarga
ain-lain), usia,

si mengemudi

SR N2AN

: ."\"ﬁ‘
D
3
s
3
S
8

=
sy

wilayah.
Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009
tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, menjelaskan bahwa lalu lintas adalah

gerak kendaraan dan orang di ruang lalu lintas jalan.”

" http://eprints.undip.ac.id/17982/1/JOHAN_PAUL_ENGELBERTHUS_ANGGOMAN.pdf
" pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan
Jalan
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a. Asas Transparan
Keterbukaan dalam penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
kepada masyarakat luas dalam memperoleh informasi yang benar, jelas dan

bagi

dipertan

c. Asas

Semua kegiatan penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang
dapat memberikan nilai tambah sebesar-besarnya dalam rangka mewujudkan
kesejahteraan masyarakat.

f. Asas Efisien dan Efektif
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Pelayanan dalam penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang

dilakukan oleh setiap pembina pada jenjang pemerintahan secara berdaya guna

dan berhasil guna.

Jalan melalui

memajukan kesejahteraan umum, memperkokoh persatuan dan kesatuan
bangsa, serta mampu menjunjung tinggi martabat bangsa.
b. Terwujudnya etika berlalu lintas dan budaya bangsa, dan

c. Terwujudnya penegakan hukum dan kepastian hukum bagi masyarakat.

’® pasal 3 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
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Undang-undang lalu lintas berlaku untuk membina dan menyelenggarakan
lalu lintas dan angkutan jalan yang aman, selamat, tertib, dan lancar melalui:

a. Kegiatan gerak pindah kendaraan, orang dan/atau barang di jalan

Penye N la dan angkut Kegia elayanan langsung
kepada masyar ilakukan oleh pemerir erah, badan hukum

dan/atau masyarakat. as Itan jalan oleh

jalan, oleh kementerian Negara yang bertanggungjawab di bidang sarana

dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan.

" Pasal 4 UU NO. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
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c. Urusan pemerintah di bidang pengembangan industri lalu lintas dan

angkutan jalan, oleh kementerian Negara yang bertanggung jawab di bidang

industri.

D. Tinjaua

1. Sejarah

Transit dinamakan Trans Metro Pekanbaru untuk memberikan pelayanan
angkutan umum bagi warga Kota Pekanbaru dan wilayah sekitarnya.”
Pengelolaan Trans Metro Pekanbaru dilaksanakan oleh PD. Pembangunan

Pekanbaru, dibawah Koordinator dan Pengawasan Dinas Perhubungan Kota

"8 pasal 7 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
7 Standar Pelayanan Minimum, PD. Pembangunan Trans Metro Pekanbaru, tahun 2014.

57



N ueeyeisndidg

DI disay yepepe fur udwnyo(

ISIIATU

nery wejsy sej

Pekanbaru. Sebanyak 75 (tujuh puluh lima) unit armada bus, salah satu tujuan

penting dalam mengembangkan sistem angkutan umum masal adalah

menciptakan kesinambungan proses dalam pelayanan dan operasional yang

untuk menentukan arah kebijakan dan tujuan perusahaan yang ingin dicapai.

Maka dari itu adapun visi dan misi perusahaan adalah sebagai berikut:*°

a. Visi

8 http://repository.uin-suska.ac.id/2697/3/BAB%2011.pdf
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Untuk memastikan bahwa kebutuhan publik akan layanan angkutan

umum yang baik dapat disediakan dengan standar yang minimal bagi

masyarakat.
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BAB Il
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Tanggung Jawab Perusahaan Trans Metro Pekanbaru

lain, keadaan
perairan yang

emungkinkan

AENHNA

a menjangkau

taae

primer yang melekat dengan seluruh aktivitas manusia. Hal ini dikarenakan

kedekatan manusia dengan aktivitasnya seakan-akan tak berbatas.

& Muhammad Abdulkadir, Op. Cit., 1998, him. 7.
8 Abbas Salim, Op. Cit., him. 6.
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Berdasarkan pengetahuan penumpang menjelaskan tentang Tanggung
Jawab Perusahaan Daerah Trans Metro Terhadap Kecelakaan disaat pengangkutan

adalah sebagai berikut:

elaskan tentang

Tanggung J : celakaan disaat

kecelakaan ringan.®®
Hasil wawancara penulis dengan Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas
Perhubungan Kota Pekanbaru menjelaskan bahwa, masalah pertanggung jawaban

itu dialihkan kepada perusahaan Trans Metro itu sendiri, sedangkan Dinas

# Hasil jawaban pertanyaan wawancara kepada penumpang Trans Metro Pekanbaru pada tanggal
18 Oktober 2021.
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Perhubungan hanya menjadi sarana fasilitator untuk Transmetro tersebut dan
sebagai pengawas. Wawancara ini dilakukan bersama Bapak Sarwono, S.ST
(TD), MT.%

Penulis mewancarai dari-PT. Trans_Metro Bapak Elvian Effendi sebagai
Supervisor beliau menjelaskan bahwasanya jika terjadi kecelakaan maka
dilakukan secara kekeluargaan-terlebifi dahulu,antara pramudi dan korban, jika
tidak ditemukannya jalan keluar maka kasus dibawa ke jalur hukum. Dan dari
perusahaan sendiri akan memberikan kompensasi perusahaan dan sebagian lagi
dari gaji keryawan, hal ini tergantung dari besar kecilnya kecelakaan tersebut.®®

Hukum ~bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan bebagai
kepentingan dalam masyarakat karena dalam ‘suatu lalu lintas kepentingan,
perlindungan terhadap kepentingan tertentu dapat dilakukan dengan cara
membantai berbagai kepentingan di lain pihak®® Kepentingan hukum adalah
mengurusi hak dan kepentingan manusia, sehingga hukum memiliki otoritas
tertinggi untuk  menentukan kepentingan manusia yang perlu diatur dan
dilindungi. Perlindungan hukum harus melihat tahapan yakni perlindungan hukum
lahir dari suatu ketentuan hukum.dan segala peraturan hukum yang diberikan oleh
masyarakat pada dasarnya merupakan kesepakatan masyarakat tersebut untuk

mengatur hubungan perilaku antara anggota-anggota masyarakat dan antara

8 Hasil wawancara penulis dengan Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Perhubungan Kota
Pekanbaru, pada tanggal 1 November 2021.

8 Hasil wawancara penulis dengan PT. Trans Metro Pekanbaru, pada tanggal 24 Januari 2022.
8 satijipto Raharjo, llmu Hukum, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, him. 53.
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perseorangan dengan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan
masyarakat.®’

Menurut Lili Rasjidi dan I.B Wysa Putra bahwa hukum dapat difungsikan

oleh aparat : as hidup manusia
bermasyarakat/pra i . : 2 f enciptakan tatanan
kehidupan b ingga te han, keamanan dan
kelangsungan h asa_keadilan bagi semua

pihak.

masyarakat yang tidak memiliki kendaraan pribadi. Bus patas identik dengan
model yang mewah serta memiliki tingkat kenyamanan yang lebih baik jika

dibandingkan dengan bus non-patas. Seperti yang tercantum di dalam Pasal 141

¥ 1bid., him. 54.
8 Lili Rasjidi dan 1.B Wysa Putra, Hukum Sebagai Suatu Sistem, Remaja Rusdakarya, Bandung,
1993, him. 118.
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Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
bahwa perusahaan angkutan umum wajib memenuhi standar pelayanan minimal

yang meliputi keamanan, keselamatan, kenyamanan, keterjangkauan, kesetaraan

terjadi juga
yang berfaedah
atau yang dengan nilai
keadilan. He a akan menggeser
nilai keadila gga kita harus

nilai keadilan,

a. Asas transparansi.
2. Asas akuntabel.
3. Asas berkelanjutan.

4. Asas partisipatif.

8 Chainur Anasjid, Dasar-Dasar Ilmu Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, 2000, him. 47.
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5. Asas bermanfaat.
6. Asas efisiensi dan efektif.

7. Asas seimbang.

8. Asas terpadu.

Metro Pekanbaru, pemerintah kota Pekanbaru berencana untuk menerapkan Pola
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah. Pelayanan publik yang
terjangkau tanpa berorientasi kepada keuntungan, perlu didukung dengan suatu

standar pelayanan yang menjamin kualitas pelayanan publik yang disediakan oleh

% pasal 3 UU No. 22 Tahun 2009 tentang LLAJ
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pemerintah sebagai salah satu indikator kesejahteraan masyarakat yang dikenal

sebagai Standar Pelayanan Minimal.

Berdasarkan konsideran menimbang Undang-Undang Republik Indonesia

wilayah

umum seba

Republik 1

mempunyai

dan buda

wRERARALS

'ﬁ‘%“

pengemban dan  pemerataan

pembangun esatuan nasional

untuk mema

@
—
>
3
@
3
o
@
>
=
c
~

Ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun
2004 Tentang Jalan, menyatakan bahwa Pengaturan penyelenggaraan jalan
bertujuan untuk:

1. Mewujudkan ketertiban dan kepastian hukum dalam penyelenggaraan jalan.

%! Konsideran menimbang Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2004 Tentang
Jalan.
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2. Mewujudkan peran masyarakat dalam penyelenggaraan jalan.

3. Mewujudkan peran penyelenggara jalan secara optimal dalam pemberian

layanan kepada masyarakat.

penumpang  ya entu saja mela ~pe m, khususnya

berkenaan dengan tanggung jawab perusahaa darat terhadap

ini hanya perlindungan oleh hukum saja. Perlindungan yang diberikan oleh
hukum, terkait pula dengan adanya hak dan kewajiban, dalam hal ini yang

dimiliki oleh manusia sebagai subyek hukum dalam interaksinya dengan sesama

%2 pasal 3 UU No. 38 Tahun 2004 tentang Jalan.
% M. Nur Nasution, Manajemen Transportasi, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2008, him. 323.
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manusia serta lingkungannya. Sebagai subyek hukum manusia memiliki hak dan
kewajiban untuk melakukan suatu tindakan hukum.®*

Hukum harus dapat memberikan kepastian hukum bagi siapa saja yang
tunduk dibawahnya. KUHPerdata memberikan perlindungan hukum bagi para
pihak untuk membuat perjanjian dengan asas kebebasan berkontrak dimana orang
bebas, membuat atau tidak membuat perjanjian,.nebas menentukan isi, berlakunya
dan syarat syarat perjanjian, dengan bentuk tertentu atau tidak tertentu, dan bebas
memilih undang-undang mana yang akan dipakainya untuk perjanjian itu, serta
dengan asas itikad baik. Dalam suatu perjanjian, orang bebas membuat perjanjian,
bebas menentukan isi, luas, dan bentuk perjanjian, asalkan tidak bertentangan
dengan undang-undang, ketertiban umum, dan kesusilaan. Perjanjian tersebut
tentu mempunyai asas-asas hukum.

Perlindungan hukum merupakan gambaranidari bekerjanya fungsi hukum
untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum, yakni keadilan, kemanfaatan dan
kepastian hukum, Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan
kepada subyek hukum. sesuai dengan aturan hukum, baik itu yang bersifat
preventif (pencegahan) maupun yang bersifat represif (pemaksaan), baik secara
tertulis maupun tidak tertulis dalam rangka menegakkan peraturan hukum.

Hak adalah segala sesuatu yang harus didapatkan oleh setiap orang yang
telah ada sejak lahir bahkan sebelum lahir. Di dalam Kamus Bahasa Indonesia

hak memiliki pengertian tentang suatu hal yang benar, milik, kepunyaan,

% CST Kansil, Pengantar 1lmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, 1999,
him. 6.
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kewenangan, kekuasaan untuk berbuat sesuatu (karena telah ditentukan oleh
undang-undang, aturan, dsb), kekuasaan yang benar atas sesuatu atau untuk

menuntut sesuatu, derajat atau martabat. Sedangkan kewajiban adalah sesuatu

dilaksanakan).®®
%

vttty
g nurut W.J.S

prang wajib

berupa kendaraan. Angkutan Umum Penumpang adalah angkutan penumpang

% https://id.wikipedia.org/wiki/Hak, diakses pada Tanggal 8 Maret 2022.
% Amin soerja atmaja, Mekanisme Pertanggung Jawaban Keuangan Negara, Gramedia, Jakarta,
1986, him. 42.
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yang menggunakan kendaraan umum yang dilakukan dengan sistem sewa atau
bayar.”’

B. Upaya Penyelesaian Dari Pengangkut Transmetro Pekanbaru Yang

sosialisasinya

kepada warga masyarake : dari undang-

digunakan un ) A Ingut bayaran. PP

No.41 Tahun

dengan lingkungan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia.*®

%7 http://folorensus.blogspot.com/2008/07/hukum4entang-perjanjianpengangkutan.html, Diakses
pada Tanggal 8 Maret 2022.
“ PP No. 41 Tahun 1993 tantang Angkutan Jalan.
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Berdasarkan pengetahuan penumpang menjelaskan tentang upaya

penyelesaian dari pengangkut Trans Metro Pekanbaru yang terjadi atas kecelakaan

yang dilakukan oleh pengangkut adalah sebagai berikut:

Pengangkut Trans Metro Pekanbaru yang terjadi atas kecelakaan yang dilakukan
oleh Pengangkut.

Hasil wawancara penulis dengan supervisor PT. Trans Metro Pekanbaru
juga menjelaskan bahwa upaya penyelesaian dari pengangkutan Transmetro

Pekanbaru yang terjadi atas kecelakaan yang dilakukan oleh pengangkut adalah
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kenyataannya masih sering pengemudi angkutan melakukan tindakan yang dinilai
dapat menimbulkan kerugian bagi penumpang, oleh sebab itu jika terjadi
kecelakaan maka sepenuhnya akan di tanggung oleh pengemudi walaupun dari
perusahaan akan.memberikan-kompensasi_namun pengemudi akan bertanggung
jawab sebisanya, yang mana setiap prosesnya akan dimulai dengan mediasi secara
kekeluargaan terlebih dahulu.”

Angkutan umum _memiliki peranan penting . dalam” pembangunan
perekonomian, untuk menuju keberlanjutan angkutan umum memerlukan
penanganan serius. Angkutan merupakan elemen penting dalam perekonomian
karena berkaitan dengan distribusi barang, jasa, dan tenaga kerja, serta merupakan
inti dari pergerakan ekonomi di kota, berbagai bentuk moda angkutan umum
dengan karakteristik  dan tingkat pelayanan yang diberikan mewarnai
perkembangan sistem angkutan umum kota yang seharusnya-berorientasi kepada
kenyamanan dan keamanan sehingga dapat bersaing dengan angkutan pribadi.'®

Transportasi atau pengangkutan merupakan bidang kegiatan yang sangat
penting dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Pentingnya transportasi bagi
masyarakat Indonesia disebabkan oleh “beberapa faktor antara lain, keadaan
geografis Indonesia yang terdiri dari ribuan pulau kecil dan besar, perairan yang
terdiri dari sebagian besar laut, sungai dan danau yang memungkinkan

pengangkutan dilakukan melalui darat, perairan, dan udara guna menjangkau

seluruh wilayah Indonesia.

% Hasil wawancara penulis dengan PT. Trans Metro Pekanbaru, pada tanggal 24 Januari 2022.
100 7 lvikar Sani, Transportasi (Suatu Pengantar), Ul Press, Jakarta, 2012, him. 14.
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Secara umum, masyarakat yang melakukan pergerakan dengan tujuan yang
berbeda-beda membutuhkan sarana penunjang pergerakan berupa angkutan

pribadi (mobil, motor) maupun angkutan umum (paratransit dan masstransit).

Angkutan umu memiliki rute dan
jadwal angkutan
umum | yang tetap

22 Tahun 2009
adalah per gkutan umum,
sedangkan kepada pihak
pengangkut. Kebera yelenggarakan
angkutan yang yang baik dan
layak antara lair 1Cca ayana g aman, n epat, dan biaya

murah.

tersebut. Transportasi sebagai dasar untuk perkembangan ekonomi dan
perkembangan masyarakat serta pertumbuhan industrialisasi menyebabkan adanya
spesialisasi atau pembagian pekerjaan menurut keahlian sesuai dengan budaya,

adat istiadat dan budaya suatu bangsa atau daerah. Pertumbuhan ekonomi suatu

19 http://wikipedia.org/wiki/Hukum, Diakses pada Tanggal 8 Maret 2022.
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negara atau bangsa tergantung pada tersedianya pengangkutan dalam negara atau
bangsa yang bersangkutan.'®

Tujuan yang dicapai dalam pengembangan ekonomi ada beberapa, seperti

i nasional

2 men-supply

memelihara

pengangkut, maka pengangkut harus membuktikan bahwa kelalaian atau
kesalahan tidak ada padanya. Bila pembuktian pengangkut ini berhasil, maka
giliran penumpang yang harus membuktikan adanya kelalaian atau kesalahan pada

pengangkut. Jadi kalau ada tuntutan ganti rugi dari penumpang yang menderita

192 Achmad Ichsan, Op. Cit, him. 404.
193 Abbas Salim, Op. Cit., him. 1-2.
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luka-luka, maka beban pembuktian terletak di atas pundak pengangkut, bahwa dia
tidak lalai atau salah.

Hukum adalah tata aturan sebagai suatu sistem aturan-aturan tentang
perilaku manusia** Denganrdemikian hukum-tidak menunjuk pada satu aturan
tunggal, tetapi seperangkat aturan yang memiliki suatu kesatuan sehingga dapat
dipahami sebagai suatu sistem. Sehingga konsekuensinya adalah tidak mungkin
memahami hukum jika hanya memperhatikan satu aturan saja. Menurut Van
Apeldoorn tujuan hukum adalah untuk mengatur tata tertib masyarakat secara
damai dan adil. Perdamaian diantara manusia dipertahankan oleh hukum dengan
melindungi  kepentingan-kepentingan manusia yang tertentu, kehormatan,
kemerdekaan, jiwa, harta dan sebagainya terhadap yang merugikannya.

Aristoteles dalam buah pikirnya Etichea dan Rhetoricha menyatakan hukum
mempunyai tugas yakni memberikan kepada, setiap orang apa yang berhak
diterimanya. Anggapan ini berdasarkan etika dan Aristoteles berpendapat bahwa
hukum bertugas hanya membuat keadilan. Sedangkan menurut VVan Kant, tujuan
hukum adalah untuk menjaga kepentingan tiap-tiap manusia sehingga kepentingan
itu tidak dapat diganggu oleh manusia lain..Dengan kata lain hukum bertujuan
untuk melindungi hak-hak setiap manusia yang diakui dan diatur oleh hukum.

Menunjukkan bahwa kurangnya kesadaran penyedia jasa dimana disini
angkutan umum dalam memperhatikan tingkat keselamatan dan kenyamanan

penumpang sebagai pengguna jasa dan juga dari segi penumpang sendiri kurang

104 Jimly Asshiddigie dan Ali Safaat, Teori Hans Kelsen Tentang Hukum, Sekjen dan Kepaniteraan
MKRI, Jakarta, 2006, him. 13.
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mengerti bahwa hak-hak mereka untuk mendapatkan kenyamanan dan
keselamatan dalam memakai jasa angkutan umum telah terabaikan.

Sebuah konsep yang berkaitan dengan konsep kewajiban hukum adalah

Bahwa seseorang

‘ “‘““‘ .Qa dia memikul
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BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

dakan vyang dinilai dapat
menimbulkan kerugian bagi penumpang, baik itu kerugian secara nyata dialami
oleh penumpang (kerugian materil), maupun kerugian yang secara immateril
seperti kekecewaan dan tidak nyamanan yang dirasakan oleh penumpang

seperti tindakan pengemudi yang mengemudi secara tidak wajar sehingga

menyebabkan terjadinya kecelakaan dan penumpang yang menjadi korban,
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olen sebab itu jika terjadi kecelakaan disaat pengangkutan maka upaya
penyelesaian dari pengangkut.

B. SARAN

Berdasarkan

ketiga bukan hanya sekedar kerugian fisik namun juga kerugian berupa

rusaknya kendaraan bermotor yang dikendarai.
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